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PPEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
xiii
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
(’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮَـھ : haula




Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْﻮـ
xiv
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر: rama
 َﻞـْﯿِـﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر :raudah al-atfal
 ُ َﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا: al-madinah al-fadilah




















Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
 ُ َﺔﻔـْﺴﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
xvi
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
xvii
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. HurufKapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi
Bakkatamubarakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana
UUD = Undang-Undang Dasar
ITE = Informasi dan Teknologi Elektronik
HP = handphone
HAM = Hak Asasi Manusia
SMS = Short Message Service
swt. = Subhanau wa ta’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
QS…/…:… = QS al-Nisa’ / 4:145, QS al- Syu’raa’/ 26:182, dan QS al- Mutaffi/
83:1-6
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:
 ص = ﺔﺤﻔﺻ 
 مد = نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
xix
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ = ﺻﻠﻌﻢ 
طﺒﻌﺔ = ط 
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ = دن 
اﻟﻰ  اﺧﺮھﺎ\ اﻟﻰ اﺧﺮه  = اﻟﺦ 
 ﺟﺰء = ج 
ABSTRAK
Nama : A.Multilatul Rahmat
Nim : 10300111001
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Eksekusi
Lahan Di jalan Perintis Kemerdekaan KM 8 Makassar.
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)
Penelitian ini merujuk pada Peran Kepolisian terhadap penanganan
eksekusi lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Makassar. Adapun
permasalahan yang diteliti penulis adalah Apakah peran kepolisian dalam
penanganan eksekusi lahan sudah sesuai dengan Undang-undang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia, serta Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
konflik antara pemilik lahan dan aparat kepolisian dan Bagaimana pandangan
Hukum Islam terhadap peran kepolisian dalam penanganan eksekusi lahan.
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode
penulisan baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Dalam
penelitian ini jenis penelitiannya adalah field research kualitatif dan penelitian
pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.
Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa peran kepolisian
dalam memberikan penanganan terhadap pelaksanaan eksekusi lahan sudah sesuai
dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, akan tetapi masyarakat sangat mengharapkan kinerja dari aparat
kepolisian untuk tidak melalukan tindakan diluar kewenangan kepolisian.
Sementara faktor yang memicu terjadinya konflik antara pemilik lahan dan aparat
kepolisian dipicu oleh ketidak puasan pemilik lahan akan keputusan pengadilan
yang mendatangkan aparat kepolisian pada saat proses eksekusi dilakukan, aparat
kepolisian seakan-akan memihak pada salah satu pihak yang sedang berperkara.
Dengan demikian kita ketahui bahwa peran dari aparat kepolisian adalah
mengamankan proses jalannya eksekusi lahan sebelum dan sesudah pihak
pengadilan membacakan hasil putusan pengadilan
Adapun implikasi dari penelitian yaitu diharapkan adanya aturan yang
jelas dan terpenuhi agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi aparat kepolisian
dalam menangani kasus eksekusi lahan, serta tidak menimbulkan konflik yang
berkepanjangan yang segera menemui titik terang dalam memberikan
pengamanan terhadap penanganan eksekusi lahan yang dihadapi.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah
yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia
penegak hukum. Hal yang seperti ini, menurut pengamatan saya, akan semakin
berkembang mengikuti laju volume perkara yang ditangani peradilan.
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada
pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan
dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada
tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata
tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin
mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-
undangan dalam HIR atau RBG.1
Selain itu fenomena yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat
Indonesia saat ini adalah selalu ada perlawanan fisik di lapangan yang dilakukan
oleh pihak tereksekusi dalam setiap eksekusi perkara perdata. Perlawanan fisik
tersebut dilakukan dengan tujuan menghalang-halangi kelancaran proses eksekusi.
Apabila tidak ada antisipasi pengamanan dalam hal ini aparat kepolisian maka
dipastikan proses eksekusi akan gagal. Hal itulah yang menjadi alasan untuk
1Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta:
Sinar Grafika Offset, 2005), h.32.
2melakukan analisis atas efektivitas peran kepolisian terhadap penanganan
eksekusi lahan di jalan perintis kemerdekaan km 8 makassar.
Keluhan sebagian masyarakat tentang belum tersosialisasikannya
pemahaman hukum secara komprehensif, salah satunya diakibatkan oleh sulitnya
warga masyarakat memahami hukum yang berlaku di Negara ini dengan bahasa
relatif yang mudah dicernah. Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa
Indonesia, hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan
kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual,
kehidupan sosial, maupun kehidupan bernegara.2
Secara sosiologis, hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yaitu
himpunan dari pada kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena
hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari pada warga-warga
masyarakat akan ketertiban dan sebagai lembaga kemasyarakatan. Hukum jelas
berfungsi sebagai pedoman bagaiman bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga
keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial.
Ditinjau dari ruh syariat Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan
dapat di kategorikan sebagai tindakan kejahatan yang layak di sebut perusuh atau
pengacau. Betapa langit yang kita tatap, bumi yang kita pijak, tak lagi bisa
tersenyum karena bau anyir darah korban-korban pembunuhan yang mengalir
tanpa bisa di hentikan. QS, Al-Maa-Idah/ 5:33
2Bisri, Ilham, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Kharisma Putra Utama offset, 2004), h
58.
3                
                
          
Terjemahnya:
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.3
Ayat tersebut memberikan penilaian bahwa sesungguhnya pembalasan
terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di bumi maka dia memperoleh siksaan yang besar di dunia dan di
akhirat. Selain itu maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa ketika kita
melakukan kejahatan untuk kedua kalinya maka di potong tangan kiri dan kaki
kanan setelah perbuatan itu di lakukan.
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga
masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara perbagai kedudukan
dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Namun
demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang
seharusnya dan peranan aktual.
Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai
penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.
3Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2008), h. 164.
4Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:
1. Tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya, sehingga dapat
mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan
dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga
menimbulkan ketidak pastian.
3. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penangan secara khusus
Di samping itu, didalam undang-undang juga dirumuskan perihal peranan
yang ideal. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kepolisian Negara:
a. Peranan yang ideal:
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah:
“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi
hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara”.
b. Peranan yang seharusnya:
Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian
Negara,ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara
keamanan di dalam negeri”.
Pasal 2 yang isinya adalah:
“dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian
Negara mempunyai tugas:
(1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk
memberi perlindungan dan pertolongan; dan
e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap
peraturan-peraturan Negara.
(2) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan Negara
(3) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh
suatu peraturan Negara
Selain itu ada beberapa tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam bab III adalah:
A. pasal 13 adalah:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
B. Pasal 14 adalah:
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan.
63. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentongannya
dalam lingkup tugas kepolisian.
Adapun fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
Pasal 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam hubungannya
dalam skripsi, maka penulis mengemukakan masalah pokok yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam penanganan Eksekusi Lahan?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik lahan
dan aparat kepolisian?
4Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta:
Fajar Interpranata Offset, 2004), h.24.
73. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran kepolisian dalam
penanganan eksekusi lahan?
C. Deskripsi fokus dan fokus penelitian
1. Deskripsi fokus penelitian
Dari latar belakang diatas pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan
satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah yang digunakan
yaitu:
a. Efektivitas : keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan
orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.5
b. Peran : Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan
c. Kepolisian : Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan6
d. Penanganan: Proses, cara, perbuatan menangani
e. Eksekusi : Pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.7
2. Fokus penelitian
Dalam penelitian, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Efektivitas
Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Eksekusi Lahan Di Jalan Perintis
Kemerdekaan Km.8 Makassar.
5Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk
pelajar (Surabaya: Amelia Surabaya 2003), h. 129.
6Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Redaksi Sinar Pustaka 2000), h.3.
7Marwan M, dan P. Jimmy, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 188.
8Adapun Deskripsi Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengupayakan
peran dari kepolisian untuk menangani kasus sengketa lahan yang terletak di Jalan
Perintis Kemerdekaan Km. 8 Makassar. Dalam arti mengantisipasi konflik yang
terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Seperti membentuk blokade massa, menjaga keamanan lokasi tempat
eksekusi berlangsung.
D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan
Eksekusi Bidang Perdata. Yang penulis tangkap dalam buku ini adalah
eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada
pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara
lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada
lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses
hukum acara perdata. Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak
tau secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu di atur.
Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh
karena pejabat yang melaksanaakan tidak berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan eksekusi yang ditinjau
dari segi fungsi, bertujuan untuk membicarakan makna eksekusi secara
umum, dan kapan tindakan eksekusi merupakan suatu keharusan.
92. Ilham Bisri, S.H., M.Pd. Sistem Hukum Indonesia yang penulis tangkap
dalam buku ini membahas tentang keluhan sebagian masyarakat tentang
belum tersosialisasikannya pemahaman hukum secara komprehensif, salah
satunya diakibatkan oleh sulitnya warga masyarakat memahami hukum
yang berlaku di Negara ini dengan bahasa yang relatif mudah dicernah. Oleh
karena itu Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum
Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang di dambakan
kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan
individual, kehidupan social, maupun kehidupan bernegara agar tercipta
kesejahteraan bangsa.
3. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dalam bukunya Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. penulis menguraikan wacana
berikut: Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya
dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat , sedangkan
kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan
ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut
a. Peranan yang ideal (ideal role)
b. Peranan yang seharusnya (expected role)
c. Peranan yang dianggap diri-sendiri (perceived role)
d. Peranan yang seharusnya di lakukan (actual role)
Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi
apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (di sebut role sector) atau
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dengan beberapa pihak (role set). Dengan demikian tidaklah mustahil,
bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status
conflict dan conflict of role). Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum
tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).
Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam struktur
kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.
Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
4. Soerjono Soekanto dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Dalam
Kerangka Pembangunan Di Indonesia. yang penulis tangkap dalam buku ini
perihal permasalahan hukum di Indonesia bahwa pembinaan hukum di
artikan sebagai perkembangan hukum kearah pembentukan suatu tata
hukum nasional, oleh karena setiap Negara yang merdeka dan berdaulat
harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang publik
maupun perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan
bangsa tersebut. Hal-hal yang menyangkut pembinaan suatu tata hukum
nasional telah banyak menarik perhatian terutama di bidang keperdataan di
mana berlaku macam kelompok-kelompok hukum, hal mana mendatangkan
kesulitan-kesulitan yang tidak sedikit. Apabilah di telaah lebih lanjut, maka
permasalahan yang menonjol adalah;
a. Pembinaan hokum
b. Permasalahan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.
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E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian dalam penanganan Eksekusi
Lahan.
b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik antara
pemilik lahan dan aparat kepolisian.
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peran
Kepolisian dalam Penanganan Eksekusi Lahan.
2. Kegunaan
a. Kegunaan teoritis
Secara teoretis penulis skripsi ini di harapkan dapat menambah pengetahuan
yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu
hukum Perdata khususnya dalam mengatasi Efektivitas Peran Kepolisian
Terhadap Penanganan Eksekusi Lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 8
Makassar, juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan
tentang Efektivitas Peran Kepolisian terhadap Penanganan Eksekusi Lahan di
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 8 Makassar.
b. Kegunaan praktis
1. Dapat memberikan informasi tentang peranan Polrestabes makassar dalam
memberikan pengamanan secara ketat dan efektif terkait kasus eksekusi
lahan di jalan Perintis Kemerdekaan KM 8 Makassar, oleh pihak tereksekusi
12
agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak lain artinya
lawan dari pihak tereksekusi. Dengan adanya pengamanan dari aparat
kepolisian memungkinkan proses eksekusi dapat berjalan dengan baik tanpa
menimbulkan kerusuhan yang mungkin dilakukan oleh pihak tereksekusi,
oleh karena itu di harapkan oleh pihak kepolisian agar mampu menjalankan
tugasnya dengan baik dalam memberikan pengamanan secara ketat dan
efektif.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam




A. Tinjauan Umum Efektivitas dan Peran Kepolisian terhadap Penanganan
Eksekusi Lahan.
1. Pengertian dan Teori Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat
membawa hasil. Jadi, Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian
dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau
senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada
perbedaan diantara keduanya.1
Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih
melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan
membandingkan antara input dan outputnya.2
Menurut Sondang, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana
dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya
untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapaitidaknya sasaran yang
telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin
tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam
1Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk
pelajar, (Jakarta Timur : Balai Pustaka 2011), h. 396.
2http: //www.co/read/news/2012/15/064410904/ (Diakses Tanggal 10 September 2015).
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Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
Mengutip Insiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967),
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:
Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan
suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang
itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana
yang dikehendaki.3
Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya
semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari
anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan
menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang
dicapai.
2. Pengertian dan teori peran
Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial
yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-
kategori yang ditetapkan secara sosial misalnya ibu, manajer, guru. Serta peran
sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang
yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa
orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan
3http: //id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas. (Diakses Pada Tangga 10 September 2015)
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seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-
faktor lain.
Biddie dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusanyang membatasi
perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya
dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran,
memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Berbeda dengan Soejono
Soekamto, peran adala suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu
yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang
dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
R. Linton, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain,
seseorang menjalankan peranannya sesuai hak dan kewajibannya.
Sebuah peran yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang
berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya
dari peran yang dijalankan dalam keseharian. Karena peran mengandung hal dan
kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat.
3. Pengertian Kepolisian.
Istilah Kepolisian yang terdapat dalam ketentuan umum Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia telah dirumuskan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan
dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian meski dalam undang-undang
tersebut defenisi tentang kepolisian belum dirumuskan secara lengkap karena
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hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 berbunyi:
a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia
c. Pejabat Kepolisian Negara Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang
umum kepolisian.4
Berdasarkan pengertian dan beberapa penjelasan yang terdapat dalam
undang-undang tersebut di atas dapat dilihat bahwa ketika berbicara mengenai
persoalan kepolisian maka tidak terlepas dari fungsi dan penjelasan tentang
lembaga kepolisian itu sendiri.
Menurut Sadjijono dalam buku Pudi Rahardi istilah “polisi” dan
“kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai
organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah
“kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu
lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara.
Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab
lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara
4Republik Indonesia, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Citra Media Wacana, 2009), h. 8-10.
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lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.5
Moylan, mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian
Kepolisian sebagai berikut:
“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-
beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istila yang diberikan oleh
tiap-tiap Negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-
masing Negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri.
Misalnya istilah “contable” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian
“polisi”, yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti, pertama sebagai
satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (police contable) dan kedua
berarti kantor polisi (office of constable)”.6
Menurut Anton Tabah, Kepolisian berasal dari kata polisi yang
mendapatkan awalan ke-an, istila polisi pada mulanya berasal dari bahasa yunani
yakni politea yang mempunyai arti pemerintahan Negara. Seperti yang telah di
ketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi Negara yunani terdiri dari kota-kota
yang disebut “polis”. Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala
urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi adalah urusan
pemerintahan.7
Menurut Soerjono Soekamto. Pengertian polisi adalah “suatu kelompok
social yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan
5Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) (Surabaya :
Laksbang Mediatama, 2007), h.56.
6Siadari Pratama Ray, Ruang Lingkup Kepolisian. (Jakarta : Sinar Grafika 2011), h.27.
7Anton Tabah, Membangun Polri yang kuat. (Jakarta : P.T Sumber Sewu 2002), h.12.
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pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kambtibmas”
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum
berseragam polri yang dilengkapi senjata, melainkan memiliki arti yang lebih
mendalam yang mengarah pada pengabdian kepada masyarakat.8
Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi
mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala
sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta
tindakan-tindakan melanggar hukum.9
Dalam pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. “Kepolisian adalah segala hal ikhwal
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan”. Selanjutnya di pasal 2 Undang-undang kepolisian Negara
Republik Indonesia. “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
Negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.10
Bunyi pasal 1 ayat (1) diatas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan
lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang yang termasuk
dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan
undang-undang. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat kepolisian yang
mempunyai wewenang umum kepolisian yang dimiliki berdasarkan undang-
undang yang berstatus pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan
8Sadjijono. Memahami Fungsi Kepolisian. (Yogyakarta : Laksbang Presindo 2010), h.19.
9http: //www.co/read/news/2012/15/064410904/ (Diakses Tanggal 23 Oktober 2012).
10Undang-undang Negara Republik Indonesia, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 65.
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Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak
memiliki persamaan satu dan yang lainya, walaupun variasi kata bahasa dalam
mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu
tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai
pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi
terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak
kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.
a. Tugas dan Wewenang Kepolisian
1) Tugas kepolisian.
Tugas Kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tugas refresif
dan tugas preventif. Tugas refresif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan
executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila
telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari
kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar
oleh siapa pun.11
Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam
negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga
pertahanan Negara yang pada hakekatnya menunjuk pada kemungkinan ada
serangan dari luar Negeri.
11http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik _Indonesia. (diakses pada
tanggal 26 Agustus 2015)
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Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian
adalah:
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) Menegakkan hukum; dan
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.12
Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertugas:
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas dijalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam membina hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;
12Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
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7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkungan tugas kepolisian; serta melaksanakan
tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.13
2) Wewenang kepolisian
Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 menyatakan bahwasanya Dalam rangka menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik
Indonesia secara umum berwenang:
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
13 Sunardjono, Hukum Kepolisian, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara).
h.23
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b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat isin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.14
Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam
menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan,
hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan
14Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Ilmu Hukum. (Surabaya : Prestasi Pustaka 2006)
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wewenang harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi
komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga
menyelenggarakan fungsi tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik.
Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju
good governance.15
b. Fungsi Kepolisian
Kata “fungsi” berasal dari bahasa inggris “function”. Menurut kamus
WEBSTER, “function” berarti performance; the special work done by an
structure. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79
tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan
dan usaha yang satu sama lainnya dan hubungan erat untuk melaksanakan segi-
segi tugas pokok.
Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi
kepolisian yang ada dimasyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan
sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni
sebagai alat Negara yang menjaga kambtibmas (keamanan dan ketertiban
masyarakat) yang bertugas melindungi, megayomi dan melayani masyarakat serta
menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh
secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal
15Kansil, Cristine S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jilid II,
Cetakan Kesebelas), (Jakarta : PT. Balai Pustaka 2003), h. 27.
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2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Sedangkan Pasal 3:
“(1) pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang dibantuh oleh:
a. Kepolisian khusus;
b. Pegawai Negeri Sipil dan/atau;
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Selanjutnya pasal 3 (2) pengemban fungsi kepolisian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-
masing.
4. Pengertian dan konsep Eksekusi.
Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti
menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan
putusan (tenuitvoer legging van vonnissen) secara terminologis eksekusi ialah
melaksanakan putusan ( vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang
mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
eksekutorial yaitu putusan yang bersifat comdemnatoir, sedangkan putusan yang
bersifat declaratoir dan constitutive tidak memerlukan eksekusi dalam
menjalankannya.16
16Mardani Dr. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,
Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.142.
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Menurut M. Yahya H. adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan
oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan
tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari
keseluruhan proses hukum acara perdata.
Menurut Prof.R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah
tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah
mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu
harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud
dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan
bersenjata).
Dari beberapa pengertian Eksekusi yang di kemukakan maka sudah bisa
disimpulkan bahwa eksekusi merupakan hal dimana pelaksanaannya bisa dapat
dilaksanakan apabila putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap
maupun yang belum mempunyai hukum tetap.
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada
pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan
dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada
tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata
tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin
27
mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk kedalam aturan perundang-
undangan dalam HIR atau RBG.17
Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dapat dilaksanakan eksekusi
terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun
tidak bergerak. Seperti dalam pengertian eksekusi yang mengatakan bahwa,
Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.18
Pengadilan dalam mengeksekusi harus memperhatikan asas-asas
pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:
a. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali
putusan provisional, putusan perdamaian eksekusi grose akta dan
pelaksanaan putusan voerbar bij vooraad. Putusan yang telah mempunyai
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi
upaya hukum, tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang
berperkara, mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihakyang
berperkara.
b. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela, maksudnya pihak yang kalah
dengan suka rela melaksanakan putusan tersebut, bila perluh dapat dengan
cara paksa melalui proses eksekusi melalui pengadilan.
17Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta;
Sinar GrafikaOffset, 2005), Hal.1.
18Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
Hal.316.
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c. Putusan mengandung amar condemnation. Ciri putusan condemnation









8. Tidak melakukan sesuatu.
d. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.
Sebelum melaksanakan eksekusi Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu
mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita untuk
melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dipimpin langsung oleh Ketua
Pengadilan.19
a. Macam-macam Eksekusi
Pada asasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Perluh juga dikemukakan, bahwa tidak
semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan. Karena
19Mardani. Hukum Aacara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah
(Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.142-143.
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perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat sondemnatoir, yaitu
mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan.
Cara melaksanakan putusan hakim diatur dalam pasal 195 sampai dengan
pasal 208 H.I.R. putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut.pelaksanaan di mulai dengan
menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut
dengan suka rela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan
itu dengan suka rela, maka baru pelaksaan yang sesungguhnya dimulai.
Ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata, yaitu
sebagai berikut:
1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar
sejumlah uang (Pasal 196 H.I.R dan seterusnya).
Dalam praktek dengan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1)
H.I.R/pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan
sita eksekusi (executoir beslag) terlebih dahulu sebelum penjualan
lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang
bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak
mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak
bergerak (barang tetap)
2. Eksekusi putusan menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan
(Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg)20
20Lihat Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg.
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Menurut pasal 225 H.I.R yang dapat dilakukan adalah menilai
perbuata yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang.
Sejumlah uang sebagai pengganti dari pada pekerjaan yang harus ia
lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini
adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
3. Eksekusi Riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan
pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan (Pasal RV
1033)21
Jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang
tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua
akan memerintahkan dengan surat kepada Jurusita supaya dengan
bantuan alat kekuasaan Negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan
oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang
kepunyaannya.
Dengan demiakian dapat dikatakan lebih detail berdasarkan ketentuan
pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan barang yang tidak bergerak yang
dikosongkan itu adalahpihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan
pihak penyewa rumah oleh karena dalam sebuah rumahdisita dan atasnya telah
diletakkan perjanjian sewa menyewasebelum rumah itu disita maka pihak
penyewa dilindungi oleh asas koop breekst geen huuryaitu asas jual belitidak
21Lihat Pasal RV 1033.
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menghapuskan hubungan sewa menyewa sebagaimana ditentukan pasal 1576
KUHPerdata.22
Dalam praktek maka ketiga macam eksekusi kerap dilaksanakan. Pada
dasarnya suatu eksekusi itu dimulai adanya permohonan eksekusi dengan
permohonan eksekusi membayar biaya eksekusi kepada petugas urusan
kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.23
Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai
kewajiban atau tugas/ kewenangan melainkan sebagai hak yang disebut
executierecht (hak eksekusi). Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak
ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.24 Eksekusi dilaksanakan
sesuai dengan amar putusan, serta dibuatkan Acara Eksekusi. Berita Acara
Eksekusi memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Jenis barang yang dieksekusikan;
b) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusikan;
c) Penegasan dan keterangan pengawas barang;
d) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan;
e) Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi;
f) Berita Acara Eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua) orang
saksi, kepala desa/lurah setempat dan tereksekusi.
22Supomo.R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. 9, (Jakarta : PT. Pradnya
Paramita 2010), h. 119.
23Harahap M. Yahya., Op.cit., hal.2.
24Marpaung Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika 2010),
hal.215.
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b. Tata Cara Eksekusi
1. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Merupakan syarat
formal pertama, surat perintah tersebut berupa surat penetapan sita eksekusi
yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Sebab timbul atau keluarnya
penetapan tersebut adalah:
a) Termohon tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
b) Termohon tidak memenuhi putusan selama peringatan.
2. Dilaksanakan panitera atau juru sita surat perintah atau penetapan sita
eksekusi berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menyita
sejumlah atau seluruh harta kekayaan termohon yang jumlahnya disesuaikan
dengan patokan dasar yang ditentukan pasal 179 ayat (1) HIR Isi pokok
surat perintah sita eksekusi adalah;
a) Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan
b) Rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi
3. Pelaksanaan dibantu dua orang saksi merupakan syarat formal, baik pada
sita jaminan maupun pada sita eksekusi, sesuai pasal 197 ayat (6) HIR. Bila
syarat ini tidak dipenuhi akibatnya sita eksekusi dianggap tidak sah. Agar
syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan
jalannya pelaksanaan sita eksekusi harus mencantumkan nama, tempat
tinggal, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara sita eksekusi.
4. Sita eksekusi dilakukan ditempat berdasarkan pasal 197 (5), (9) HIR tata
cara pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaratan tentang keharusan
pelaksanaan sita dilakukan ditempat terletaknya barang yang hendak disita.
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Hal ini disyaratkan agar panitera atau juru sita dapat melihat sendiri jenis
atau ukuran dan letak barang yang akan disita bahwa harus dapat
memastikan bahwa barang tersebut benar-benar milik termohon, hal ini
disebabkan penyitaan berdasarkan rekaan tidak dibenarkan.
5. Pembuatan acara sita eksekusi merupakan satu-satunya bukti otentik
kebenaran sita eksekusi. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju
penyelesaian eksekusi merupakan tindakan yustisial yang harus bisa
dipertanggung jawabkan Ketua Pengadilan Negeri dan Juru Sita.
6. Penjagaan yuridis Barang yang Disita Berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR,
penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita,
sebab bila penjagaan dan penguasaan barang yang disita diberikan kepada
pemohon sita maka Seolah-olah sita itu sekaligus langsung menjadi
eksekusi.
7. Ketidakhadiran Tersita tidak Menghalangi Sita Eksekusi.
Syarat-syarat yang paling pokok mendukung keabsahan tata cara sita
eksekusi antara lain:
a) Barang yang disita benar-benar milik tersita (termohon)
b) Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi
baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas
jumlah yang dihukum kepada penggugat.25
25Retnowulan Susantio, Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek, (Bandung : mandar maju 2010), h.122.
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c. Dasar Hukum Eksekusi
Hal yang menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima mulai
pasal-pasal 195 s.d 224 HIR atau Stb. 1941 No.44 yang berlaku dipulau Jawa dan
Madura, sedang untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura digunakan bagian
keempat pasal-pasal 206 s.d 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak
hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi
juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita
eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (verset) serta akta otentik yang memiliki
alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan
surat hutang denga kepala “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha
Esa”.26 Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas diatur
mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak semua
ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Yang masih benar-benar berlaku
efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR.
Selain peraturan-peraturan diatas masih ada peraturan lain yang dapat
menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu:
1. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33
ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersindikan norma-norma
moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan
supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.
2. Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun
1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan
26Harahap M. yahya., Op. Cit., hal. 74.
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putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan juru sita
dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb. 1982
No. 152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat
dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-
keputusan pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan pasal
5 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
5. SEMA No. 4 tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada
orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya
dan kalau disandera dank arena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia
tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-
barang untuk melunasi hutangnya.
B. Teori Konflik dan Penyelesaiannya
Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang
terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan
organisasi (Muchlas, 1999). Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang
sangat dekat hubungannya dengan stress. Konflik pada dasarnya adalah suatu
yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari
interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut
dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya
disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar
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untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah
perbedaan kepentingan.27
Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), Konflik merupakan
warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari
pada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan
diantara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu
lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan
ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang
diekspresikan, diingat, dan dialami.28 Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori
konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori
konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi
melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi
akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda
dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antithesis dari teori
struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam
masyarakat.29
Dapat disimpulkan bahwa konflik pada dasarnya adalah suatu yang bukan
saja tidak dapat dihindarkan tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik
mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar
stratifikasi sosial.
27http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Konflik (diakses pada 18 Oktober 2011)
28http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Konflik (diakses pada 18 Oktober 2011)




Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam
mencapai kestabilan dinamakan “akomodasi”. Pihak-pihak yang berkonflik
kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja
sama.
Bentuk-bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik adalah sebagai
berikut:
a) Mediasi, yaitu menghentikan pertikaian oleh pihak ketiga tetapi
tidak diberikan keputusan yang mengikat.
Contohnya: PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara
Indonesia dengan belanda.
b) Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-
pihak yang berselisih sehingga mencapai persetujuan bersama.
Misalnya: panitia tetap menyelesaikan perburuhan yang dibentuk
Departemen kestabilan tenaga kerja. Bertugas menyelesaikan
persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan
lain-lain.
c) Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa
di pengadilan.
d) Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh
pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati
oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan
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berulang kali dimana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan
informal.
Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah sebagai
berikut:
(1) Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di
dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami
mengalah, kami keluar, dan sebagainya
(2) Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting
untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.
(3) Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang
terlibat di dalam konflik.
(4) Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan
kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang
memaksa semua pihak.30
2. Strategi penyelesaian Konflik
a. Sharing, suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara
dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi
dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berfikiran
moderal, tidak lengkap, tetapi memuaskan.
b. Akomodasi, penyelesaian konflik yang menggambarkan
kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya
30http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Konflik_dan_Penyelesaiannya (di Akses pada 18
Oktober 2011)
39
penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan
tujuannya sendiri.
C. Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Eksekusi Lahan.
Keberadaan polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum sangat susah
untuk dipisahkan keterkaitannya dengan masyarakat. Polisi dan masyarakat
bagaikan air dan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Sebaliknya,
keberadaan polisi tidak dapat dilepas dari masyarakat. Dimana ada masyarakat,
disitulah terdapat institusi yang namanya polisi (ubi societas ubi politie).31
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan
(POLRI) merupakan lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.32 Kepolisian memiliki peranan penting dalam
mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,
kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial
yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan
yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat.
Menurut Soejono Sukamto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek
dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.
Sedangkan menurut teori peranan (roletheory) yang dikutip oleh setiawan
mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang
31Pudi Rahardi., op. cit., h. 58.
32Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
BP Cipta Karya Jakarta, Januari 2002, hal. 12-13.
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dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang
berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif
bebas (Independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi
setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.33
Fenomena yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat
ini adalah selalu ada perlawanan fisik di lapangan yang dilakukan oleh pihak
tereksekusi dalam setiap eksekusi perkara perdata. Perlawanan fisik tersebut
dilakukan dengan tujuan menghalang-halangi kelancaran proses eksekusi, apabila
tidak ada antisipasi pengamanan dalam hal ini aparat kepolisian maka dipastikan
proses eksekusi akan gagal.34
Polisi sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkadang
sering mengabaikan etika. Cara-cara kekerasan sering mereka gunakan untuk
menyelesaikan masalah. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan,
lawan kekerasan atau pembalasan dendam namun lebih merupakan sarana
pemulihan keseimbangan yang terganggu. Dewasa ini telah terjadi perubahan
paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang jelas dan menegaskan adanya
pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.35
Keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas
fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah
33Danianty Rahma Kurnia. PDF, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era
Reformasi, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2012.
34http://eprints.umm.ac.id/3670/1/Efektifitas Peranan Polisi dalam Eksekusi Perdata
Yang di Warnai Kerusuhan.pdf
35Baitullah, Sujud. Peran Kepolisian Negara RI Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
(1 April 2015), h. 132.
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dituangkan dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 dari Undang-undang ini disebutkan
bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Kemudian dalam pasal 6 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 6
(2) dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian Wilayah Negara
Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan
tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.36
Selain dari peran kepolisian, kepolisian juga memiliki tugas dan
wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bab III adalah sebagai
berikut:
1. Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
2. Pasal 14 adalah:
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
36Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Redaksi Sinar Pustaka 2000), h.3.
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b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian.37
D. Pandangan Hukum Islam terhadap penanganan konflik oleh kepolisian
Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga penegak
hukum dalam menangani perkara perdata khususnya penanganan eksekusi lahan,
polisi dilarang melakukan perbuatan tercelah dalam menjalankan tugas sebagai
institut penegak hukum yang berintegritas dalam menjaga keutuhan dan
kesejahteraan hidup bermasyarakat. Disamping itu polisi tidak boleh
mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan
atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik yang bersifat administrasi,
37Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta:
Fajar Interpranata Offset, 2004), h.24.
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pengamanan, bantuan hukum dll, dalam menangani perkara perdata yang
dilaporkan (diadukan) oleh masyarakat.38
Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terkait peran kepolisian dalam
menangani eksekusi lahan bisa kita lihat didalam QS An-Nahl/ 16: 90.
                 
       
Terjemahan:
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab
al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum
Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari
segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang
harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran
Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan
tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak
hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan
dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan
sosial.39
38Pusam Unair, COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian : Harapan, Tantangan dan
Kenyataan (Surabaya : Pusam Unair, 2005), h. 2.
39Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka
Imam Asy-Syafi’I, 2009), h. 657.
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Selain itu Allah memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-
hamba-Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh
keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.
Yang demikian itu senada dengan firman-Nya yang lain dalam QS Asy-
Syuraa/ 42: 40.
             
  
Terjemahan:
Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka
barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang
zalim.40
Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai
dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar
Kusumaatmaja harus dilakukan dengan jalan;
1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara
lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-
bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegakan hukum;
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat serta;
40Syafiyyurrahman Syaikh, Shahih Tafsir Ibnu Katsir. (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir
2006), h.172.
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5. Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/Negara kearah
komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia.41
Sesungguhnya masyarakat sudah lelah menyaksikan paradox-paradoks
yang terjadi di dalam penegakan hukum di Negeri ini. Dr. H. Soetomo telah
memberi contoh untuk secara konsepsional mampu menembus liku-liku
penegakan hukum. Namu disisi lain perluh juga di ingat masih banyak saudara-
saudara kita yang kemampuannya terbatas yang memerlukan pertolongan untuk
mencari dan menemukan keadilan yang sesungguhnya.42 Dalam terminologi
hukum, istilah catur bangsa tampaknya tidak asing lagi dan dipahami sebagai
suatu kesatuan kelompok penegak hukum seperti; polisi, jaksa, hakim dan
pengacara. Keempat komponen krusial ini, selalu dianggap sebagai orang-orang
yang berjuang menegakkan hukum dan membela keadilan.43
41Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010), h.125.
42Soetomo R.H. Ruwetnya Mencari Keadilan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Nice World)
43Radjab Syamsuddin. Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia,




Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. “metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan
yang di sebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat di sebut ilmu, karena ilmu
merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-
syarat yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah.”1 Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Kualitatif. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian deskriptif
maksudnya yaitu pengelola dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga
dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari keseluruhan penulisan.
Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia,
subjek objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang.2
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 44
2Muh. Khalifah Mustamin, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar : Alauddin
Press, 2009), h. 19
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Polrestabes Makassar dan lokasi proses
terjadinya eksekusi lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 8.
Makassar. Pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lokasi
penelitian tersebut memudahkan peneliti untuk mengumpuldan data-data yang
membantu penyelesaian skripsi sesuai dengan judul yang di angkat.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah (1) Yuridis normatif (hukum
positif), (2) sosiologi (masyarakat) dan (3) Teologi normatif (hukum islam).
Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan
prinsif dan berdasarkan data kepustakaan melalui Library research. Penelitian ini
menekankan pada segi-segi Yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-
undangan dan penetapannya.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan
sekunder.
1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar
dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke
lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung
oleh data kualitatif.
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2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-
bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya
dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.
data sekunder dikumpulkan melalui Library research dengan jalan
menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi
lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan
data, yaitu:
1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (Interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan Terwawancara (Interviewee) yang
membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.3 Penulis akan mewawancarai
informan yang lebih mengetahui dan lebih memahami tentang Efektifitas
Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Eksekusi Lahan sesuai dengan
judul skripsi yang di angkat dan diteliti. Dalam metode wawancara yang
dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara
yang berupa daftar pertanyaan yang akan di tanyakan penulis kepada
informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.
2. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi
penelitian.
3Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Bandung, 2011), h. 186.
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3. Studi Dokumentasi yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan yaitupengumpulan data dengan data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek
yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah
dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.4
E. Instrumen Penelitian
Instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena
itu penelitian sebagai instrument juga harus “divalidasi” sejauh penelitian
kualitatifsiap melakukan penelitian yang selanjutnya turun kelapangan untuk
meneliti. Adapun alat-alat yang harus di siapkan untuk meneliti adalah sebagai
berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan
2. Buku catatan dan alat tulis, Alat ini berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret jika sedang dilakukan
pembicaraan atau wawancara informan
4. Tape recorder, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
4 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Granit: Sinar Grafika, Jakarta,
2010), h.57.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan
data dalam penelitian ini yaitu:
a. Klasifikasi Data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang
dihasilkan dalam penelitian.
b. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai
dengan topic dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
c. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data
tersebut.
d. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui Relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini
dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas
data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis
data Kualitatif. Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang
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PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian.
1. Letak kantor Kepolisian Polrestabes Makassar.
Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani
Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar Bertugas
membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan komando
dan pengendalian oprasional serta pembinaan kepolisian Resort (Polres) dalam
jajarannya.
Polrestabes Makassar membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta), yaitu:
a. Polsekta Tallo;
b. Polsekta Makassar;











2. Tugas dan wewenang Polrestabes Makassar.
Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak
hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat;
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut pasal 14 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan;
1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap
kegiatan Masyarakat dan pemerintahsesuai kebutuhan.
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban
dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat,
kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap
hukum dan peraturan Perundang-undangan.
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa
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7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan.
8) Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian,
Laboratorium Forensik, dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas
Kepolisian.
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
10) Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan
dalam lingkungan tugas kepolisian.
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,
yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
3. Fungsi Polrestabes.
Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)
Nomor 54/X/2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
a. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program
kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang
ditugaskan oleh Kapolda.
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b. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas
operasional Polres meliputi fungsi Intelejen keamanan, reserce criminal,
samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
c. Memberikan dukungan (back up) operasional kepada Polres, baik melalui
kekuatan Brimob yang tersedia dan atau pengguna kekuatan bantuan dari
Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
d. Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando dan
pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perluh.
e. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas
pembinaan Polres khususnya pembinaan personil sesuai lingkup
kewenangannya.
f. Penjabaran kebijakan dan penindakanlanjutan perintah atas otensi Kapolda.
g. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas otensi.
B. Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Eksekusi Lahan.
Sebagai aparat penegak hukum Polri selalu tampil didepan untuk mencari
dan menemukan kebenaran materil tentang suatu peristiwa (pidana/perdata) yang
terjadi.
Dalam menentukan apakah suatu peristiwa sebagai perkara pidana atau
perkara perdata memerlukan kemampuan dan kemampuan hukum dari anggota
Polri. Melihat hal tersebut tentang pelaksanaan peran demikian, polisi tetap harus
menjadi institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum.
Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah sepenuhnya
harus dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat
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dari perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakan hukum.
Bagaimana polisi berperilaku, begitulah hukum bekerja.
Pada pelaksanaan peran pertama, yaitu sebagai pemelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polisi melaksanakan tugas mengantisipasi,
menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan oleh
para penjahat. Polisi, bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya
preventif yaitu mencegah terjadinya kejahatan antar sesama dalam hal ini
mengantisipasi terjadinya kontak fisik dalam penanganan eksekusi lahan yang
terjadi. Polisi harus tetap siap siaga dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya
kerusuhan agar tidak menimbulkan dampak kerusuhan yang di akibatkan oleh
massa kedua belah pihak yang sedang berperkara demi terciptanya kedamaian dan
kelancaran proses eksekusi lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km
8 Makassar.
Fenomena yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat
ini adalah selalu ada perlawanan fisik di lapangan yang dilakukan oleh pihak
tereksekusi dalam setiap eksekusi perkara perdata. Perlawanan fisik tersebut
dilakukan dengan tujuan menghalang-halangi kelancaran proses eksekusi, apabila
tidak ada antisipasi pengamanan dalam hal ini aparat kepolisian maka dipastikan
proses eksekusi akan gagal.
Berikut berdasarkan hasil penelitian:
1. Peran Polisi dalam Masyarakat
Dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang saya lakukan kepada pihak
kepolisian yang menangani langsung perkara eksekusi lahan yang berlokasi di
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Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar. yaitu Bapak BRIGPOL Riswandi, selaku BA.
Reskrim Polrestabes Makassar. Mengatakan bahwa pada hakikatnya peran
kepolisian dalam menangani perkara Perdata Khususnya kasus eksekusi lahan
yang terletak dijalan perintis kemerdekaan km.8 makassar. Sudah sesuai seperti
yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Terutama dalam hal penanganan dan pengamanan eksekusi lahan
yang sedang ditangani oleh pihak Polrestabes Makassar.1 Melihat hal tersebut,
dengan berdasar pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang didalamnya dijelaskan tentang tugas dan wewenang kepolisian,
pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:
Tugas pokok Kepoisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab dan
tugas kepolisian memang telah mencakup seluruh aspek yang berhubungan
dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
1Hasil wawancara dengan BRIGPOL . Riswandi, S.H. BA Reskrim Polrestabes Makassar.
4 Agustus 2015.
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Namun, ditengah perubahan masyarakat yang berkembang dengan pesat
sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (informasi,
komunikasi, dan transportasi) dan pengaruh globalisasi, menjadikan masyarakat
semakin kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan juga pada tugas-
tugas Polri di bidang penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, pelayanan
yang cepat, sederhana dan perlindungan hukum tanpa pamri.
Merutut Reski Yospiah, S.H., M.H. selaku BA. Sub Bagian Hukum (SUB
BAGKUM) Polrestabes Makassar, menekankan bahwa hal yang paling mendasar
dalam penanganan kasus eksekusi lahan adalah tingkat pengamanan yang jauh
lebih besar dari massa yang dikerahkan oleh pihak tereksekusi. Dengan
berlapisnya pengamanan eksekusi lahan maka pihak kepolisian tidak kualahan
dalam mengantisipasi akan timbulnya kekerasan dan munculnya aduh fisik antara
massa dan aparat pengamanan kepolisian wilayah Polrestabes Makassar dalam hal
penanganan eksekusi lahan.
Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
Negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan peranannya diseluruh wilayah
Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilaya Negara Republik
Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.2
2Hasil wawancara dengan SUBAGKUM. Reski Yospiah, S.H., M.H. BA Sub Bagian
Hukum Polrestabes Makassar. 4 Agustus 2015.
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Menurut bapak Bripka Sumiran bahwa Efektivitas Peran Kepolisian sudah
dalam prosedur yang diatur oleh Undang-undang Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Dan sangat jelas bagaimana peran kepolisian dalam memberi
pengamanan, menegakkan hukum, dan memberi pengayoman kepada masyarakat
agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Ada pun hal yang muncul selain dari
pengamanan pihak kepolisian itu diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Aparat
kepolisian selalu berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang
Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua sudah menjelaskan
bagaimana fungsi, peran, wewenang dan tugas kepolisian.
Jadi sangat sulit bagi aparat kepolisian dalam menyalahi aturan yang
terkandung dalam undang-undang. Selain itu jika dilihat dari ke efektifan dari
pihak kepolisian dalam menangani kasus, baik kasus pidana, perdata, atau pun
tindakan kriminal lainnya, kepolisian selalu siaga dalam menangani hal yang
menyangkut tugas dan peranannya dalam menangani setiap kasus yang ada.
Seperti dalam kasus perdata yang terjadi di Makassar, yaitu kasus eksekusi lahan
yang terletak dijalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Makassar. Yang memerlukan
tingkat pengamanan yang berlapis untuk mengamankan jalannya proses eksekusi
agar tidak menimbulkan kerusuhan diluar dugaan. Bisa saja pada saat proses
eksekusi dilakukan pihak tergugat tidak puas dengan hasil putusan yang
dibacakan oleh Panitera sehingga menimbulkan corak yang memungkinkan
memicu terjadinya kontak fisik. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan peran
kepolisian dalam memberikan pengamanan yang efektif demi kelancaran proses
eksekusi.
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Dari beberapa pendapat diatas, maka sudah bisa disimpulkan bahwa
efektivitas peran kepolisian dalam menangani kasus eksekusi lahan, dijalankan
sesuai dengan prosedur yang terkandung didalam Undang-Undang Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memberikan perlindungan,
pengamanan, pengayoman dan menjaga kestabilan hidup bernegara. Dengan
demikian sangatlah penting peran kepolisian dalam memberikan pengamanan dan
perlindungan kepada masyarakat agar tercipta kesejahteraan dan kedamaian hidup
bernegara. Karena damai itu indah dan damai itu adalah ketenangan yang
sesungguhnya.3
2. Sikap Masyarakat terhadap peran Kepolisian
Mayarakat pada umumnya adalah sekumpulan orang yang terdiri dari
beberapa kalangan, baik golongan mampu maupun golongan tak mampu, yang
tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta
berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
Dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang saya lakukan kepada
masyarakat tentang peran kepolisian pada saat melakukan pengamanan,
khususnya dalam memberikan pengamanan dalam perkara eksekusi lahan.
Dimana pada waktu itu pihak kepolisian yang diturunkan langsung oleh
pengadilan melalui Polda wilayah Sulawesi-Selatan, kemudian meminta beberapa
personil aparat dari Polrestabes Makassar untuk memberikan pengamanan
terhadap pelaksanaan eksekusi lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan
Km. 8 Makassar. Masyarakat beranggapan bahwa peran dari pihak kepolisian
3Hasil Wawancara dengan Bripka Sumiran. Peran Kepolisan dalam Penaganan Eksekusi
Lahan, (Makassar 12 September 2015). Pukul 19:15.
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pada saat itu menyalahi aturan pengamanan, sesuai yang terkandung dalam
Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian
pada saat melakukan pengamanan, salah satu masyarakat mengalami sentuhan
fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Inilah yang di sayangngkan oleh
sebagian masyarakat tentang peran kepolisian dalam memberikan pengamanan,
perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa
polisi adalah mitra masyarakat yang senantiasa memberikan perlindungan,
pengamanan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Seperti yang di ungkapkan Ibu Hj. Nurnani selaku Tergugat, bahwa peran
kepolisian pada saat mengamankan proses jalannya eksekusi sangatlah buruk dan
tidak sedikit pun mencerminkan perilaku sebagai penengah dari konflik yang
terjadi, bahkan ada beberapa aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar
melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandung dari Ibu Hj. Nurnani selaku
Tergugat yang sempat ikut memberikan perlawanan pada saat proses eksekusi
dilakukan.4
Melihat hal itu, bahwa peran kepolisian seakan tidak ada artinya dalam
memberikan perlindungan. Sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
4Hasil wawancara dengan Hj. Nurnani. Selaku Tergugat (Makassar 12 September 2015),
pukul 16:20
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyaraakat.5
Kehidupan akan senantiasa melahirkan pergulatan yang hebat, dimana
manusia yang kuat pada kelompoknya selalu bertindak sebagai pimpinan untuk
melawan musuh dan melindungi kelompok lainnya. Tindakan manusia kuat itulah
wujud dari fungsi polisi yang paling sederhana.
Olehnya itu, berbicara mengenai aparat keamanan dalam negeri dalam hal
ini adalah pihak kepolisian, tentunya mendapatkan posisi yang penting dalam
upaya peningkatan keamanan dalam negeri tersebut, dalam hal ini adalah NKRI
pada umumnya. Olehnya itu, sudah barang tentu tugas dari penjaga stabilitas
keamanan di suatu Negara dimandatkan kepada polisi di samping tentara.
Selain itu, bapak Muallim selaku masyarakat yang ikut serta dalam
pelaksanaan proses eksekusi lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan
Km.8 Makassar, mengatakan bahwa peran kepolisian pada saat melakukan
pengamanan, aparat kepolisian menyalahi aturan umum yang terkandung dalam
Uundang-undang pokok Kepolisian, karena menggunakan kekerasan terhadap
beberapa masyarakat yang ikut serta dalam memberikan perlawanan terhadap
pelaksanaan proses eksekusi yang akan dibacakan oleh Panitera Pengadilan
Negeri Makassar.
Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran bapak Muallim tentang kinerja
aparat Kepolisian dalam memberikan pengamanan dalam proses eksekusi lahan.
Dimana polisi memiliki kedudukan dalam memberikan pengamanan, memberikan
5http://www.Isi.or.id/riset/39/kinrja.(Di akses pada tanggal 12 September 2015). Pukul
1:35.
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perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat sesuai yang terkandung
dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mengenai harapan dan tantangan tentang kepolisian, maka sebagai warga
Negara Indonesia, kita semua berharap polri kedepannya dapat menjadi lebih baik
dan setia dalam melayani masyarakat seperti motto mereka. Inilah tanggapan
bapak Muallim menyikapi peran kepolisian dalam penanganan eksekusi lahan
yang ditanganinya untuk memberikan pengamanan dan rasa aman terhadap para
pihak.6
Adapun saksi dalam perkara ini, Bapak Irwan Asis. S.Hi. yang
menyaksikan dengan jelas kinerja aparat kepolisian dalam memberikan
pengamanan pada saat proses pembacaan berita acara eksekusi yang dibacakan
langsung oleh Panitera dimuka para pihak yang sedang dalam perkara sengketa
lahan. Ada beberapa kekeliruan tentang peran kepolisian dalam memberikan
pengamanan dimana pada saat itu aparat kepolisian sempat melakukan pemukulan
terhadap anak dari Tergugat Ibu Hj.Nurnani. yang ikut serta memberikan
perlawanan pada saat pembacaan putusan oleh Panitera. Karena dianggapnya isi
putusan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, bahwa lahan yang
menjadi pokok sengketa adalah milik Bapak H. Amiruddin Pase suami dari
Hj.Nurnani selaku Tergugat.
6Hasil wawancara dengan Bapak Muallim selaku Warga. (Makassar 12 September 2015),
Pukul 11:15-11:35.
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Melihat hal itu, bapak Irwan Asis. S.Hi menganggap peran dari kepolisian
sudah melanggar aturan Uundang-undang dan Tugas Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap peran polisi
sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan
kesan polisi yang masih memiliki perilaku distortif dan destruktif baik sebagai
penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat. Khususnya dalam
memberikan pengamanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.7
Dari beberapa tanggapan masyarakat terhadap peran aparat kepolisian
dalam menangani eksekusi lahan, menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu
sekitar 100% masyarakat menilai bahwa peran kepolisian dalam menangani
proses eksekusi lahan yang teletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar masih dibawah
harapan masyarakat. Masyarakat Menilai bahwa rasa ketidak puasan terhadap
peran kepolisian dalam memberikan pengamanan yang efektif sekitar 75%, dan
24% masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja aparat kepolisian dalam
mengantisipasi timbulnya konflik yang terjadi pada saat proses pembacaan berita
acara eksekusi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Makassar. Hal
yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adalah bagaimana peran itu dijalankan
sesuai dengan mandat dari kepala kepolisian setempat yang mewilayahi Provinsi
Sulawesi Selatan yaitu Polda Sul-Sel.
7Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Asis. S.Hi.selaku saksi. (Makassar 12 September
2015), pukul 14:45.
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Masyarakat pada umumnya menilai peran dari aparat kepolisian masih
jauh dari harapan tentang pentingnya peran kepolisian dalam memberikan
pengamanan dan perlindungan terhadap masalah-masalah yang ada. Bukan
sebagai penegak hukum yang lalai akan segala bentuk peran yang di amanahkan
oleh undang-undang yaitu memberikan pengamanan, perlindungan, serta
pengayoman kepada masyarakat.
Sebagai penegak hukum yang di dambakan kehadirannya oleh masyarakat,
aparat kepolisian tentunya memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam
mengatasi masalah-masalah yang ada, khususnya konflik yang terjadi antara pihak
tergugat dan penggugat yang sampai saat ini mencari titik terang tentang rasa
keadilan dari penegak hukum. Selain itu masyarakat menilai bahwa peran
kepolisian pada saat memberikan pengamanan seolah-olah berpihak kesalah satu
pihak yang berperkara, pihak kepolisian tidak menunjukkan sikap kenetralannya
sebagai penengah konflik yang terjadi. Inilah yang disayangkan oleh masyarakat
tentang peran kepolisian.
Masyarakat juga menilai bahwa pihak kepolisian dalam menangani kasus
eksekusi lahan sudah menyalahi aturan-aturan yang terkandung didalam Undang-
undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia karena salah satu pihak
kepolisian melakukan tindakan anarkis terhadap masyarakat yang melakukan
perlawanan, salah satu masyarakat mengalami kontak fisik yang dilakukan oleh
aparat kepolisian pada saat proses pembacaan berita acara eksekusi dibacakan.
Seorang anak dari Hj. Nurnani selaku pihak tergugat sempat mengalami kontak
fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
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Dengan adanya kekeliruan masyarakat tentang peran kepolisian,
masyarakat sudah bisa menilai peran kepolisian pada saat melakukan pengamanan
bahwa pada saat itu pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang tidak di
duga oleh masyarakat bahwa pihak kepolisian melakukan tindakan refresif
terhadap masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga menyayangkan aparat
kepolisian yang melakukan tindakan anarkis terhadap masyarakat yang
seharusnya tidak dilakukan dan tidak menyalahi aturan yang diamanahkan oleh
undang-undang pokok kepolisian Negara Republik Indonesia.
Masyarakat yang merupakan elemen penting dalam sebuah tatanan
pemerintahan menginginkan adanya peran dari lembaga yang mampu
mensinerjikan kehidupan yang lebih baik dan lebih menjanjikan kehadirannya
ditengah-tengah isu yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal
ini perkara eksekusi lahan, masyarakat mengharapkan peran dari pihak kepolisian
agar lebih ditingkatkan guna untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan diantara
kedua belah pihak. Selain itu masyarakat juga mengharapkan rasa tanggung jawab
aparat kepolisian dalam mengantisipasi timbulnya berbagai macam tindakan
kriminal.
Di lihat dari sudut pandang masyarakat tentang efektivitas peran dari
kepolisian pada saat melakukan pengamanan, masyarakat merasa bahwa
efektivitas peran kepolisian sangat yang menyaksikan langsung peran dan kinerja
aparat kepolisian dalam menangani konflik perkara eksekusi lahan
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3. Tanggung jawab aparat Kepolisian disisi pengamanan dan kerjasama.
Ditengah derasnya arus pesimisme masyarakat terhadap Polri, maka hal ini
penting untuk dicatat, oleh karena kalangan internal polri sendiri dianggap kurang
tanggap membenahi diri. Sehingga beragam kritik pedas masih menerpa korps
kepolisian hingga kini.
Oleh karena itu, penerapan community policing sangat dibutuhkan untuk
memberikan ruang bagi para aparat penegak hukum tersebut untuk memperbaiki
kembali hubungannya dengan warga masyarakat yang merupakan mitra utamanya
dalam sisi keamanan dan kerjasama yang baik agar terjalin hubungan yang lebih
baik dan efektif.
 Tentang duduk perkara.
Ada pun duduk perkara dalam eksekusi lahan yang terletak di Jalan
Perintis Kemerdekaan Km.8 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar adalah:
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan
register perkara Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Mks :
Bahwa penggugat 1 (ic. Ny. Suryanti Naim) adalah dan pemegang hak
yang sah atas tanah-tanah hak milik, sebagaimana ternyata dan terurai di dalam
Sertifikat Hak Milik No. 2985/ 1993 tanggal 10 Agustus 1993 seluas 2.000 M2,
dan Sertifikat Hak Milik No. 3123/Tamalanrea, Gambar situasi No. 7331/1995
tanggal 29 November 1995 seluas 6.000 M2, semuanya terletak di Jalan Perintis
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Kemerdekaan Km.8 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar.
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2803/Tamalanrea, Gambar Situasi No.
2985/1993 tanggal 10 Agustus 1993 seluas 2.000 m2 dimiliki penggugat 1
berdasarkan hubungan hukum jual beli dengan turut tergugat 3, vide Akte Jual
Beli No. 29/I/BRK/1996 tanggal 29 Januari 1996.
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3123/Tamalanrea, Gambar Situasi No.
7331/1995 tanggal 29 November 1995 seluas 6.000 m2 dimiliki penggugat 1
berdasarkan dan berasal dari hubungan hukum jual beli dengan turut tergugat 1
Vide Akte Jual Beli No. 754/X/BRK/1993 tanggal 19 November 1993. Bahwa
hubungan hukum jual beli atas tanah Hak milik tersebut telah disetujui pula oleh
turut tergugat 2 (ic. Hans Hasyim) sebagaimana ternyata di dalam Akte Jual Beli
yang menyatakan : “mengetahui dan menyetujui terjadinya transaksi jual bei ini”.
Bahwa penggugat 2 (ic. Tanah. Welly Engriawan) adalah pemilik dan
pemegang hak yang sah atas tanah hak milik, sebagimana ternyata dan terurai di
dalam Sertifikat Hak Milik No. 3124/Talanrea, Gambar Situasi No. 7332/1995
tanggal 29 November 1995 seluas 1.814 m2, terletak di Jalan Perintis
Kemerdekaan Km. 8 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar.
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3124/Tamalanrea Gambar Situasi
No.7332/1995 tanggal 29 November 1995 seluas 1.814 m2 dimiliki penggugat 2
berdasarkan berasal dari hubungan hukum jual beli dengan turut tergugat 1, vide
Akte Jual Beli No. 450.IX/BRK/1995 tanggal 07 September 1995. Baahwa
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hubungan hukum jual beli atas tanaah hak milik tersebut telah disetujui pula oleh
turut tergugat 2 (ic. Hans Hasyim) sebagaimana ternyata di dalam Akte Jual Beli
yang menyatakan : “Mengetahui dan menyetujui terjadinya transaksi jual beli ini”.
Adapun batas-batas dari tanah-tanah hak milik obyek sengketa tersebut,
adalah sebagai berikut :
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2803/Tamalanrea:
Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan;
Selatan : Sungai Tallo;
Timur : tanah Milik Cendekia Chandranegara;
Barat : Tanah Milik Ny. Suryanty Naim;
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3123/Tamalanrea:
Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan;
Selatan : Sungai Tallo;
Timur : Tanah Milik Ny. Suryanti Naim;
Barat : Tanah Milik Welly Engriawan;
Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3124/Tamalanrea:
Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan;
Selatan : Sungai Tallo;
Timur : Tanah Milik Ny. Suryanti Naim;
Barat : Tanah Milik Honga Witono;
Adapun berdasarkan dari Sertifikat Hak Milik No. 3123/Tamalanrea,
Gambar Situasi No. 2985/1993, Sertifikat Hak Milik No. 3123/Tamalanrea,
Gambar Situasi No. 7331/1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 3124/Tamalanrea,
71
Gambar Situasi No. 7332/1995, telah dinyatakan kembali oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Makassar sebagaimana ternyata dalam surat keterangan
Pendaftaran tanah (SKPT) dari tanah-tanah hak milik tersebut.
Bahwa tanah-tanah hak milik obyek perkara sebelumnya adalah rawa-
rawa, kemudian pada tahun 1994 oleh para penggugat telah ditimbun sehingga
kini tanah tersebut telah menjadi sama rata dengan jalanan. Selanjutnya pada
tahun 1995 disekelilingi tanah tersebut telah diberi pagar tembok permanen
berkawat duri diatasnya.
Bahwa dengan demikian para penggugat adalah bezitter yang sah dan
beritikad baik, hal mana dapat pula dibuktikan dengan adanya pembayaran-
pembayaran PBB oleh para penggugat berkenaan dengan tanah-tanah obyek
perkara.
Majelis Hakim yang terhormat.
Gugatan ini diajukan oleh karena pada januari 2001, tergugat (ic.
H.Amiruddin Pase) secara paksa dan melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan
tanpa seizing para penggugat, telah memasuki dan menduduki tanah-tanah obyek
perkara, bahkan tergugat telah melakukan pekerjaan membangun bangunan
permanen pada tanah-tanah milik para penggugat tersebut. Bahkan tindakan
tergugat tersebut selain merupakan perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365
BW) juga sudah memenuhi unsur delict KUHP (“perbuatan tak menyenangkan”)
dan/atau ketentuan pidana lain, sebagaimana yang kini sementara dijalani oleh
tergugat di Persidangan Pidana Pengadilan Negeri Makassar.
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Bahwa akibat dari tindakan tergugat tersebut para penggugat telah
menderita kerugian tergugat tersebut para penggugat telah menderita kerugian
financial yaitu, sebagai pengusaha maka keuntungan yang diharapkan telah
diperoleh dari tanah-tanah sengketa sekiranya tergugat tidak melakukan tindakan
melawan hukum tersebut diatas.
Bahwa saat ini harga tanah sengketa tidak kurang dari Rp. 950. 000,- /m2,
dan nilai tanah-tanah obyek sengketa keseluruhannya adalah Rp. 950.000,-
x9.814x1 m2 =Rp. 9. 323.300.000,- (Sembilan Milyar tiga ratus dua puluh tiga
juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa dengan tidak terikutsertanya keuntungan
(moda) yang diharapkan ke dalam perputaran usaha para penggugat maka profit
making yang seharusnya telah diperoleh para penggugat menjadi hilang.
Dengan demikian adalah adil dan berdasar hukum jika tergugat diwajibkan
selain membayar kerugian sebesar Rp. 9. 323.300.000,- juga dibebani membayar
kompensasi interesser sebesar 5% (lima persen) perbulan, terhitung mulai bulan
Januari 2001 hingga saat tergugat telah melaksanakan isi putusan perkara ini
dengan sempurna dan tuntas.
Bahwa pada gugatan ini diajukan, tergugat telah terus melakukan kegiatan
membangun di atas tanah-tanah milik para penggugat tersebut, termasuk
menyuruh masuk puluhan pedagang “cakar” dan kegiatan-kegiatan melakukan
hak lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus maka pada akhirnya akan lebih
menyulitkan para penggugat memperoleh kembali tanahnya dalam keadaan bebas
dan sempurna. Oleh karena itu cukup alasan menurut hukum dan memenuhi rasa
keadilan jika pengadilan dengan putusan provisi menghukum tergugat, termasuk
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semua orang yang disuruh dan/atau memperoleh hak dari tergugat, untuk
menghentikan segala bentuk kegiatan diatas tanah-tanah obyek sengketa, dan
tidak berada di atas tanah-tanah sengketa selama proses pemeriksaan perkara ini
berlangsung pada semua tingkat pemeriksaan peradilan.
Dalam Pokok Perkara :
 Menerima gugatan para penggugat karena benar dan bersesuaian
hukum.
 Menyatakan menurut hukum penggugat 1 adalah pemilik dan
pemegang hak yang sah atas tanah-tanah hak milik, sebaimana
ternyata dan terurai di dalam Sertifikat Hak Milik No.
2803/Tamalanrea, Gambar Situasi No. 2983/1993 tanggal 10
Agustus 1993 seluas 2.000 m2, dan Sertifikat Hak Milik No.
3123/Tamalanrea, Gambar Situasi No. 7331/1995 tanggal 29
November 1995 tanggal 29 November 1885 seluas 6.000 m2,
selanjutnya terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
 Menyatakan sah dan mengikat Akte Jual Beli No. 29/I/BRK/1996
tanggal 29 Januari 1996 oleh turut tergugat 3 dengan penggugat 1
berkenaan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2803/Tamalanrea,
Gambar Situasi No. 2985/1993 tanggal 10 Agustus 1993 seluas
2.000 m2.
 Menyatakan menurut hukum penggugat 2 adalah pemilik dan
pemegang hak yang sah atas tanah hak milik, sebagaimana ternyata
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dan terurai di dalam sertifikat Hak Milik No. 3124/Tamalanrea,
Gambar Situasi No. 7332/1995 tanggal 29 November 1995 seluas
1.814 m2. Terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Kelurahan
Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual Beli No.
450/IX/BRK/1995 tanggal 7 September 1995 oleh turut tergugat 1
dan di setujui oleh Turut Tergugat 2 denagn Penggugat 2
berkenaan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3124/Tamalanrea,
Gambar Situasi No. 7332/1995 tanggal 29 November 1995 seluas
1.814 m2.
 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tanpa sepengetahuan
dan seizing Para Penggugat dengan paksa telah memasuki dan
menduduki tanah-tanahobyek sengketa, serta melakukan
pekerjaan/kegiatan membangun dan tindakan Tergugat yang
menyuruh masuk pedagang-pedagang “cakar” serta tindakan-
tindakan melawan hak lainnya diatas tanah-tanah sengketa aquo,
sebagai perbuatan melawan Hukum (pasal 1365 BW)
 Menghukum tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti
kerugian kepada para penggugat sebesar Rp. 9.323.300,- (Sembilan
milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 Menyatakan sah dan berharganya pelaksanaan Sita Jaminan
(Conservatoir Besiag) yang telah dijalankan Pengadilan dalam
perkara ini.
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 Meghukum tergugat termasuk semua orang yang disuruh dan/atau
yang memperoleh hak dari tergugat untuk segera mengosongkan
tanah-tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Para
Penggugat dalam keadaan bebas sempurna seperti sediakala.
 Meghukum pula tergugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
 Menghukum para turut tergugat untuk tunduk, patuh dan
mendengar putusan.putusan pengadilan dalam perkara ini.
 Meyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan
(Uitverbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding atau
kasasi atasnya:
Sekiranya pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain;
Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasrkan hukum dan rasa keadilan.
Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua
belah pihak yang bersengketa, baik melalui Hakim Mediator maupun Majelis
Hakim, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya atas pertanyaan
majelis Hakim tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.8
8Ono Soeroso. Panitera Muda Perdata, Petikan Putusan Tahun 2013 Tentang Eksekusi
Lahan. Di Pengadilan Negeri Makassar.
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C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ketika proses eksekusi
lahan dilakukan.
1. Pandangan aparat kepolisian.
Salah satu faktor penyebab kerusuhan ketika proses eksekusi dilakukan,
disebabkan dan dipicu oleh gesekan pendapat yang tidak bertemu antar kedua
belah pihak. Dengan nama lain dinamakan konflik. Konflik berasal dari kata kerja
latin configure, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau
lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan
pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat
penegak hukum juga menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada
setiap kejadian tindak pidana masih rendah, dan bahkan kecenderungan main
hakim sendiri masih tinggi. Sehingga memicu timbulkan kerusuhan terutama pada
saat proses eksekusi lahan dilakukan, dengan pengamanan yang berlapis dari
pihak kepolisian yang didatangkan langsung oleh Polresta Makassar melalui
Polda Makassar akan mengimbangi perlawanan massa dari kedua belah pihak
yang sedang berperkara dalam hal ini perkara eksekusi lahan.
Konflik bisa berarti horizontal dan vertikal. Misalkan kerusuhan antar
kampung dan kerusuhan pada saat proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh
aparat kepolisian dalam menangani kasus eksekusi lahan.
Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua faktor yang mempengaruhi
bentuk perlawanan fisik di lapangan, yaitu:
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a. faktor langsung, yaitu beberapa faktor yang langsung terjadi di lapangan
seperti adanya kekeliruan terhadap obyek sengketa, terjadinya perubahan
geografis di tempat eksekusi, hingga berbagai macam tindakan pihak
tereksekusi di lapangan. Seperti tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan
cara membentuk blokade massa, aksi saling dorong mendorong, hingga sampai
pada aksi yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
b. faktor tidak langsung yang menjadi penyebab paling dominan di dalam
perlawanan pihak tereksekusi seperti protes yang ditujukan kepada petugas
juru sita karena ada beberapa hal yang dilanggar, provokasi massa di lapangan,
dan pihak tereksekusi merasa tindakannya dan dirinya yang paling benar.
Adapun tindakan polisi dalam menanganinya adalah dengan cara negoisasi,
menyingkirkan massa dari lokasi, penangkapan, dan kembali melanjutkan
proses eksekusi hingga berhasil dan sukses.9
Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah
khususnya di Kota Makassar adalah kondisi penegak hukum yang sangat lemah.
Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam
pengaturan sosial, poitik dan bahkan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan
ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan
yang sangat memilukan dan mengerikan.
9Hasil wawancara dengan SUBAGKUM. Reski Yospiah, S.H., M.H. BA Sub Bagian
Hukum Polrestabes Makassar. 4 Agustus 2015.
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2. Pandangan Masyarakat.
Menurut pandangan bapak Khaidir Hasram menyikapi faktor yang memicu
terjadinya konflik pada saat proses eksekusi dilakukan, bapak Khaidir Hasram
melihat bahwa ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik pada saat proses
eksekusi lahan dilakukan yaitu:
a. Propokasi warga dengan pihak kepolisian;
b. Ketidakjelasan proses eksekusi;
c. Kesewenang-wenangan oleh pihak aparat dalam memberikan pengamanan.
Inilah yang menjadi polemik pemicu terjadinya konflik pada saat proses
eksekusi dilakukan, menurut bapak Khaidir sebagai penegak hukum dalam hal ini
aparat kepolisian harus mampu menjadi penengah diantara kisruh yang terjadi
terkait dengan kasus perkara sengketa lahan yang terjadi. Sebagai lembaga
penegak hukum, dan pengayom masyarakat seharusnya mampu memberi
pelayanan yang baik, efektif dan kolerasi agar tidak menimbulkan insiden yang
dapat memicu terjadinya tindakan kesewang-wenangan baik dari pihak kepolisian,
masyarakat ataupun para pihak.
Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan dan diharapkan bahwa pihak
kepolisian betul-betul mampu menjadi pengayom dan penengah dalam kasus ini
dan tidak berpihak disatu sisi saja tapi pihak kepolisian harus memposisikan
dirinya dengan situasi netral agar tercipta suasana yang harmonis dan tercipta
kedamaian.10
10Hasil wawancara dengan Bapak Khaidir Hasram selaku masyarakat. (Makassar 12
September 2015), pukul 11:35.
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Berbeda dengan pandangan bapak Irwan Asis. S.Hi selaku saksi dalam
perkara ini, bahwa hal-hal yang memicu terjadinya konflik pada saat proses
eksekusi dilakukan termasuk pada saat proses pembacaan berita acara eksekusi
adalah adanya propokator dari pihak kepolisian yang memaksa masyarakat keluar
dari lahan sengketa dengan cara paksa. Hal itulah yang menjadi pertimbangan
bapak Irwan Asis. S.Hi melihat keadaan yang terjadi pada saat proses eksekusi
dilakukan.
Sebagai penegak hukum, kepolisian adalah garda terdepan yang
ditugaskan oleh Negara untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada
masyarakat. Agar masyarakat merasa aman, dan nyaman dengan perlindungan
hukum dari aparat kepolisian pada umumnya, sehingga menciptakan kondisi yang
kondusif diantara kepolisian dan masyarakat.11
Derrida dalam Positions (1981) mengungkapkan bahwa jejak kekerasan
dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh
berbagai fiksi tentang moralitas penegak hukum.12
Dari ungkapan diatas dapat kita pahami bahwa sistem penegak hukum
masih terasa kurang adanya, dan perluh pembenahan yang semaksimal mungkin
dalam membenahi setiap elemen-elemen penegak hukum agar mampu menjadi
penegak hukum yang di impikan oleh masyarakat, berintegritas, sigap dalam
melaksanakan segala bentuk laporan dan segera melaksanakan segala tugas,
fungsi, dan peranannya sebagai institut penegak hukum sesuai dengan Undang-
undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Asis. S.Hi. selaku saksi. (Makassar 12
September 2015), pukul 14:45.
12Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), h.73.
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D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Kepolisian dalam Penanganan
Eksekusi Lahan.
Masalah pertanahan di Negeri kita telah muncul dalam banyak aspek
dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik
melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertahanan yang
dibentuk dalam lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian
dengan cara mediasi tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan
dan memberi penyelesaian yang tuntas, sementara perkara yang masuk ke
Pengadilan sudah kian menumpuk, sehingga perluh dipikirkan untuk membentuk
Pengadilan Pertanahan yang dapat memberikan penyelesaian kasus-kasus
pertanahan secara cepat dan sesuai dengan prinsif keadilan.
Persoalan sengketa pertanahan dalam masyarakat dalam masa akhir-akhir
ini terlihat kian cenderung meningkat.
Dengan melihat ciri-ciri individu, kelompok masyarakat dan faktor
penyebab konflik, maka upaya yang dapat dilakukan Polri untuk mencegah
terjadinya konflik adalah melalui implementasi tugas polri yang bersifat pre-
emptif dan preventif sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri yang lebih
memprioritaskan dalam meredam gejolak agar tidak meluas kepermasalahan
lainyang mengakibatkan konflik menjadi kompleks dan rumit, dengan tetap
berperan secara fungsional dan proporsional melalui upaya pencegahan sebagai
berikut:
Kegiatan diawali dengan kegiatan intelijen, guna mengidentifikasi dan
assessment potensi gangguan yang mengendap pada berbagai aspek kehidupan
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masyarakat seperti yang telah diuraikan diatas, yang diikuti dengan kegiatan cipta
kondisi agar potensi gangguan tersebut tidak berkorelasi dan terpicu menjadi
gangguan nyata. Disamping itu dapat dipetakannya berbagai daerah rawan konflik
diseluruh Indonesia.
Langkah berikutnya adalah melalui strategi operasional dengan
menerapkan strategi pemolisian masyarakat (community policing) yang pada
intinya membangun kemitraan masyarakat dan polisi untuk bersama-sama
memecahkan masalah yang dihadapi. Upaya pencegahan terhadap situasi atau
lokasi yang memungkinkan terjadinya konflik berupa ambang gangguan
dilaksanakan dengan pola dan strategi preventif meliputi turjawali (pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli) serta pembinaan yang dilakukan oleh semua
aktor yang terkait dengan situasi yang dihadapi.
Pada upaya pencegahan ini, polri tidak bisa langsung mengatasi sumber
masalahnya karena menjadi kompetensi instansi teknis terkait dan masyarakat.
Dalam hal ini polri menerapkan asas partisipasi dan mengembangkan pola kerja
lintas sektoral demi kenyamanan pengamanan yang dilakukan oleh aparat
Kepolisian dalam menangani kasus eksekusi lahan yang sedang dalam
penanganan pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar.
Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surah An-Hahlu / 16:90
                
        
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Terjemahan
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Berdasarkan ayat tersebut, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan
untuk berbuat adil, berlaku ihsan, dan memberi kepada karib kerabat serta
melarang dari perbuatan keji, mungkar dan pembangkaran.
Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan seperti yang berjalan sekarang
ini di Indonesia meskipun bersumber dari bangsa-bangsa barat selama
keberadaannya berorientasi untuk mewujudkan tegaknya keadilan tentu dapat
diterima. Apa yang dianggap oleh muslim sebagai suatu kebaikan, maka itu
adalahsuatukebaikan (hadits)13.
Selain itu Bapak Reski Yospiah. S.H., M.H. selaku BA Subagkum
Polrestabes Makassar, beranggapan bahwa penyelenggaraan keamanan selama ini
telah berlangsung dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan dengan
mendasarkan ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Bab VII
Bantuan, Hubungan dan kerja sama Pasal 41 dan 42). Koordinasi antara TNI,
Pemda, dan Polri serta instansi terkait lainnya berlangsung dengan harmonis,
walau sejauh ini disadari bahwa “aturan pelibatan” komponen lain pada setiap
tataran tugas polri masih perlu dipertegas dan disempurnakan. Kordinasi dan
sinergi kegiatan di lapangan dimantapkan dengan pendekatan informal dan
kemitraan.
13Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan. Cetakan ke IV.
CV Penerbit J-Art. H. 256.
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Terhadap pelaksanaan penindakan konflik yang mengarah atau terjadi
kerusuhan dan tidak anarkis, polri tetap mengacu pada tataran tugas sebagaimana
yang telah diuraikan diatas tentunya dengan suatu strategi represif untuk preventif,
yaitu melakukan tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku dengan
memperhatikan hak asasi manusia dalam rangka mencegah meluasnya konflik.
Langkah-langkah yang diambil meliputi:
1. Melokalisir meluasnya konflik denga upaya pengerahan kekuatan yang
seimbang, memberdayakan tokoh-tokoh kedua belah pihak, berkoordinasi
dengan aparat keamanan lain dan pemda setempat.
2. Menegakkan hukum dengan mengidentifikasi pencetus konflik, melakukan
penagkapan terhadap pelaku, dan pelakukan proses penyidikan.
3. Penindakan kepolisian terbatas non pro yustisia antara lain berupa
pengendalian massa, pembubaran massa, mendamaikan pihak-pihak yang
konflik, pemulihan ketertiban umum yang terganggu.
Dengan demikian upaya polri dalam penanggulangan konflik akan dapat
berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Karena
makna dan kekuatan akan lahir dari komitmen dan tanggung jawab kita
bersama.14
14Hasil wawancara dengan Subagkum. Reski Yospiah, S.H., M.H. BA Sub Bagian





Berdasarkan uraian –uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Peran kepolisian sebagai institut penegak hukum yang berintegritas harus
menjadi penengah dalam menangani kasus eksekusi lahan yang terjadi.
Polisi harus bersikap netral dan tidak memihak diantara para pihak yang
sedang berkisruh mencari titik terang penegak hukum. Oleh karena itu
peran kepolisian sangatlah diharapkan kehadirannya dalam menjawab
setiap permasalahan yang terjadi guna untuk memberi rasa aman kepada
masyarakat.
2. Sebagai penegak hukum, kepolisian harus berupaya untuk menjadi
penengah dalam setiap kisruh yang terjadi saat ini, terutama dalam upaya
penanganan kasus eksekusi lahan. Polisi sebagai salah satu dimensi
kehidupan bangsa Indonesia, maka hukum Indonesia adalah suatu
kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur
kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun
kehidupan bernegara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi faktor
terjadinya konflik antara pemilik lahan dan aparat kepolisian harus betul-
betul diantisipasi dengan baik. Serta mampu melaksanakan kewajiban
sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Republik Indonesia.
3. Setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga penegak
hukum dalam menangani perkara-perkara, baik pidana, maupun perdata
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khususnya dalam penanganan eksekusi lahan. Polisi ditekankan untuk
menjalankan tugas, peran, dan kedudukannya didalam sebuah institut
penegak hukum. Polisi dilarang melakukan perbuatan tercelah dalam
menjalankan tugas sebagai institut penegak hukum yang berintegritas
dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.
B. IMPLIKASI
Dari hasil kesimpulan dan hasil penelitian tersebut di atas, maka ada
beberapa implikasi yang saya kemukakan yaitu sebagai berikut:
1. Seharusnya dalam sistem hukum Indonesia khususnya aparat kepolisian
harus lebih meningkatkan peranannya agar lebih efektif dalam
melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai yang di amanahkan oleh
Undang-undang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena
pengamanan dan ketertiban sangatlah penting demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat khususnya rakyat Indonesia pada umumnya.
2. Seharusnya dalam upaya peningkatan peran dari kepolisian harus tetap
berpegang teguh pada Undang-undang agar tidak menyalahi peran dan
fungsi kepolisian, seperti yang sering kita lihat bahwa dalam penanganan
suatu kasus peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat terkadang lalai
keluar dari aturan Undang-undang. Salah satu contoh pada saat eksekusi
lahan di laksanakan pihak kepolisian dengan massa saling aduh fisik
sampai salah satu massa harus menerima perawatan. Inilah yang
semestinya menjadi perhatian terhadap penegak hukum, bagaimana
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
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3. Seharusnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dijadikan pegangan untuk lebih meningkatkan
peran dan fungsi aparat penegak hukum agar lebih bersahabat dengan
masyarakat dan tetap harus berkordinasi melalui penyuluhan dan seminar
tentang peran dari aparat penegak hukum.
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